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RINGKASAN 
 

Rendahnya pendapatan penyelenggara negara merupakan salah satu 
faktor penyebab terjadinya korupsi. Sebab, hal ini berhubungan dengan 
pengembalian modal saat kampanye, baik untuk 'money politics’ maupun lainnya. 
Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) kepada ‘sponsor’ juga merupakan 
akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-pihak ini secara tidak tersurat 
mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan hidup 
pejabat masih belum seimbang dengan pengeluaran setiap bulan, apalagi pejabat 
yang terpilih dengan jalan pintas: money politics. Dengan demikian, korupsi di 
negeri ini seperti hilang satu tumbuh seribu meskipun kinerja komisi 
pemberantasan korupsi sudah mati-matian memberantasnya. Untuk itu, 
pembatasan dana maksimal untuk kampanye sangat tepat digunakan untuk solusi 
permasalahan ini, karena dengan adanya pembatasan ini, maka para calon tidak 
akan mengeluarkan modal kampanye banyak, sehingga sangat sedikit 
kemungkinan untuk mengembalikan modal dengan korupsi.    

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka 
dengan pendekatan penulisan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan 
dalam penulisan ini merupakan data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan topik yang ditulis, baik dari buku, makalah, hasil 
penelitian, ataupun internet.  Analisis data dalam penulisan ini adalah dengan 
cara bahan yang telah terkumpul kemudian diolah, ditelaah, dan direduksi, lalu 
dianalisis dengan analisis deskriptif untuk disarikan dalam sebuah karya yang 
memfokuskan ”Optimalisasi pencegahan korupsi melalui pembatasan maksimal 
dana kampanye guna menciptakan pemerintah yang bersih.” 

Kesimpulan dalam karya tulis ini adalah (1) tindakan pemberantasan 
korupsi di Indonesia selama ini sudah bagus, tapi belum maksimal. Sepanjang 
tahun 2008 KPK telah berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 70 kasus dan 
tahun 2009 semester pertama 3,4 triliun uang negara yang diselamatkan, (2) 
Rendahnya pendapatan penyelenggara negara merupakan salah satu faktor 
penyebab terjadinya korupsi, karena hal ini berhubungan dengan pengembalian 
modal ‘pribadi’ saat kampanye, dan (3) Polanya sebagai berikut: KPU 
menentukan batasan maksimal dana untuk kampanye, ada team pengawas 
independent (KPK/bawaslu/lainnya), menyerahkan bukti arus penggunaan dana 
kampanye. 
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Rekomendasi yang diberikan penulis adalah (1) bagi pemerintah (KPK), 
tingkatkanlah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, supaya bangsa ini 
bisa bersih dari tindakan yang memalukan, yaitu korupsi, (2) Bagi calon 
pemimpin, janganlah menodai keindahan demokrasi kita dengan menggunakan 
money politics, karena hal ini akan bisa menjerumuskan pada tindakan korupsi, 
dan (3) Bagi masyarakat, hati-hatilah dalam memilih calon peminpin, supaya 
pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mampu dan siap menjalankan amanah 
rakyatnya. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 

Korupsi merupakan hal yang paling menarik untuk dijadikan sebagai jalan 
pintas dalam mengembalikan modal saat pemilu (modal kampanye). Di negeri ini 
yang namanya korupsi sudah dijadikan sebuah hobi, bahkan sudah menjamur dan 
membudaya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini merupakan salah satu 
indikator degradasi moral para pejabat bangsa ini, sehingga muncul pertanyaan 
besar: apakah korupsi ini disebabkan pelaksanaan demokrasi yang kurang dewasa 
bangsa ini yang selalu mengedepankan uang untuk meraih kekuasaan (tahta).  

Arya Maheka (2006: 23-24) mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab 
korupsi diantaranya; rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Seharusnya 
pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara 
negara, sehingga mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan adanya budaya memberi 
upeti, imbalan jasa dan hadiah.        

Kutipan di atas menunjukkan suatu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu 
rendahnya pendapatan penyelenggara negara dan adanya budaya memberi upeti, 
imbalan jasa dan hadiah. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara 
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Sebab, hal ini 
berhubungan dengan pengembalian modal ‘pribadi’ saat kampanye, baik untuk 
'money politics’ maupun lainnya. Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) 
kepada sponsor (pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mensukseskan 
pemilu juga) merupakan akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-pihak ini 
secara tidak tersurat mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangan untuk 
kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang dengan pengeluaran setiap bulan, 
apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pintas: money politics.  

Amzulian Rifai (2003: 18) menjelaskan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasama dengan United States Agency 
for International Development (USAID) mengadakan survei tentang politik uang 
di Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persen dalam pemilihan Kepala 
Daerah Tingkat II di enam kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara diyakini telah 
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kurang yakin dan hanya 5,2 persen 
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uang ini juga diibaratkan seperti 
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin di tengah keramaian. Baunya 
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk menunjuk orang yang membuang 
angin tersebut.       
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa ada indikasi pencorengan nilai-nilai 
luhur sistem demokrasi yang sesungguhnya bangsa ini. Seolah sistem demokrasi 
hanya sebuah ’simbol’ yang bisa diperjual-belikan oleh penguasa rupiah, sehingga 
sangat wajar jika banyak  masyarakat kita yang mendadak gila karena uangnya 
habis untuk modal kampanye pemilu. Akibatnya, orang yang benar-benar siap dan 
mampu menjadi pemimpin tidak bisa memimpin hanya karena tidak mempunyai 
uang banyak. Seharusnya demokrasi bisa membentuk warganegara yang memiliki 
keadaban demokratis dan demokrasi keadaban seperti dalam pendidikan 
kewarganegaraan.  

Murray Print (dalam Ubaidillah, dkk, 2000) mengatakan bahwa 
pembentukan warganegara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi 
keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan 
kewargaan (civic education). Civic education, dengan demikian, merupakan 
sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk 
melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan 
keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan 
melesatrikan demokrasi.     

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasi moral para pejabat yang 
berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebagai jalan pintas untuk 
mengembalikan modal kampanye saat pemilu, sehingga pembatasan dana 
kampanye sangat strategis untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut. Untuk itu, 
tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah strategis 
yang dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi pencegahan korupsi melalui 
pembatasan dana maksimal kampanye guna menciptakan pemerintah yang bersih.  
 
 
 
TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN  
Tujuan  
 

1. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau wacana dalam 
memberantas korupsi di negeri ini. 

2. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya 
korupsi.  

3. Masyarakat, khususnya lembaga pemerintah, melalui gagasan ini bisa 
mengetahui pola mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui pembatasan 
maksimal dana kampanye guna menciptakan pemerintah yang bersih. 

 
 

Manfaat  
 
1. Masyarakat 

Menambah wawasan tentang cara mengoptimalkan pencegahan terhadap 
tindakan korupsi melalui pembatasan maksimal biaya kampanye guna 
menciptakan pemerintah yang bersih. Hal ini jika ditangani secara benar dan 
tepat, maka alternatif ini bisa mengentaskan kita dari degradasi moral para 
oknum pejabat kita yang korupsi. Akhirnya, penyelenggara pemerintah kita 
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bisa benar-benar bersih dari tindakan korupsi, sehingga mereka bisa fokus 
dalam menjalankan amanah dari rakyatnya.  
 

2.      Calon pemimpin 
Memberikan kontribusi (cara) bagi calon pemimpin mendatang dalam 
membentengi dirinya dari terjerumusnya ke dalam tindakan korupsi. Selain 
itu, supaya calon pemimpin yang mempunyai uang hanya pas-pasan, tetapi 
mampu dan siap tidak berkecil hati untuk memimpin negeri ini. Dengan 
demikian, jalan pintas (korupsi) untuk mengembalikan modal kampanye 
segera terhapus berlahan-lahan dan minimal bisa meminimalisir tindakan 
korupsi karena mencegah korupsi lebih baik dari pada mengobati korupsi.  
 

3.      Lembaga pahlawan rakyat kecil (KPK/pemerintah) 
Menambah wacana bahwa mencegah korupsi lebih baik dari pada mengobati 
korupsi. Harapannya, buku ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau 
pertimbangan dalam hal pemberantasan korupsi, karena korupsi sulit 
diberantas sebelum akarnya (penyebab dasar) ditebas terlebih dahulu. Selain 
itu, siapa lagi yang diharapkan rakyat untuk bisa memberantas tuntas sampai 
ke akar-akarnya korupsi di negeri ini selain KPK.  
 
 
 

GAGASAN 
Kondisi kekinian pencetus gagasan 
 

Survei membuktikan bahwa para pejabat bangsa ini seringkali terlibat 
dengan tindakan korupsi, bahkan tidak sedikit juga yang masuk penjara karena hal 
ini. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya pendapatan penyelenggara 
Negara, karena hal ini ada hubungannya dengan pengembalian modal saat 
kampenye, yaitu saat sebelum menjadi pejabat.  

Arya Maheka (2006: 23-24) mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab 
korupsi diantaranya; rendahnya pendapatan penyelenggara Negara. Seharusnya 
pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara 
negara, sehingga mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan adanya budaya memberi 
upeti, imbalan jasa dan hadiah.   

Dari Kutipan di atas, ada suatu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu 
rendahnya pendapatan penyelenggara negara dan adanya budaya memberi upeti, 
imbalan jasa dan hadiah. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara 
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Sebab, hal ini 
berhubungan dengan pengembalian modal ‘pribadi’ saat kampanye, baik untuk 
'money politics’ maupun lainnya. Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) 
kepada sponsor (pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mensukseskan 
pemilu juga) merupakan akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-pihak ini 
secara tidak tersurat mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangan untuk 
kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang dengan pengeluaran setiap bulan, 
apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pintas: money politics. 
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Korupsi merupakan hal yang paling menarik untuk dijadikan sebagai jalan 
pintas dalam mengembalikan modal saat pemilu (modal kampanye). Di negeri ini 
yang namanya korupsi sudah dijadikan sebuah hobi, bahkan sudah menjamur dan 
membudaya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini merupakan salah satu 
indikator degradasi moral para pejabat bangsa ini, sehingga muncul pertanyaan 
besar: apakah korupsi ini disebabkan pelaksanaan demokrasi yang selalu 
mengedepankan uang untuk meraih kekuasaan (tahta). 

Amzulian Rifai (2003: 18) menjelaskan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasama dengan United States Agency 
for International Development (USAID) mengadakan survei tentang politik uang 
di Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persen dalam pemilihan Kepala 
Daerah Tingkat II di enam kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara diyakini telah 
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kurang yakin dan hanya 5,2 persen 
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uang ini juga diibaratkan seperti 
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin di tengah keramaian. Baunya 
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk menunjuk orang yang membuang 
angin tersebut. 

Hal tersebut juga bias dicontohkan sebagai berikut: misalnya kita 
asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangannya 9 
juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tahun 
(48 bulan). Jumlah total yang diterima selama menjabat sebagai bupati adalah 720 
juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jalan 
pintas, yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih belum seimbang dengan jumlah 
modal yang dikeluarkan saat kampanye dan jumlah tersebut dipotong keperluan 
rumah tangga yang ‘tidak terduga’ lainnya 

 
  

Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk 
memperbaiki keadaan pencetus gagasan 
 

Herdiansyah Hamzah (2009) mengatakan bahwa sejak periode 
kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla, program 
pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam program kerja 
pemerintahannya. Upaya ini harus kita apresiasi dengan memberikan bentuk 
penghargaan yang tinggi atas upaya yang dilakukan tersebut. Namun, perlu dicatat 
bahwa meskipun pemerintahan SBY-JK telah berhasil mengungkap kasus-kasus 
korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat Negara (seperti kasus KPU, kasus Bulog, 
kasus Abdullah Puteh di Aceh, serta kasus-kasus yang melibatkan pejabat 
pemerintah di beberapa daerah), tetapi upaya pemberantasan korupsi ini belum 
mampu menyentuh para koruptor kelas kakap (dari era Soeharto sampai sekarang) 
yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran dan tidak pernah sedikitpun 
tersentuh oleh hukum. Jika pemerintah mampu memberikan bukti nyata dari 
komitmen pemberantasan korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah akan kembali pulih, bahkan akan lebih partisipatif dalam setiap 
masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara, dan demikian 
juga sebaliknya. 

Dari pendapat di atas dapat diambil benang merah bahwa pemerintah 
sudah berusaha untuk memberantas korupsi. Salah satu buktinya adalah dengan 
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dibentuknya lembaga yang khusus memberantas korupsi, yaitu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Prestasi lembaga ini sudah bisa dikatakan bagus. 
Hal ini bisa dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa mafia hukum, seperti 
Artalita Suryani (Ayin). Arbie Haman (2009) menjelaskan bahwa sepanjang tahun 
2008 KPK telah berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 70 kasus di bidang 
penindakan, dan perkara yang sudah inkracht sebanyak 7 perkara. Ironisnya 
sebagian besar dari terpidana korupsi yang dijebloskan KPK berasal dari DPR. 
Pada tahun 2009 semester pertama sudah 3,4 triliun uang negara yang 
diselamatkan KPK.  

Namun, kinerja yang dilakukan lembaga ini masih sebatas memberantas, 
belum bisa melakukan pencegahan secara maksimal. Sehingga masih banyak para 
koruptor yang belum disentuhnya. Survei membuktikan bahwa hanya sebagian 
kecil para mantan pejabat atau pejabat aktif yang terjerat kasus korupsi, baik 
masih dalam tahap tersangka maupun sudah terdakwa. Hal ini sangat wajar, 
karena para pejabat juga perlu mengembalikan uang modal kampanyenya saat 
pemilu. Untuk itu, pembatasan maksimal dana kampanye sangat cocok jika 
diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. 
 
 
Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 
gagasan yang diajukan 
 

Amzulian Rifai (2003) menjelaskan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasama dengan United States Agency for 
International Development (USAID) mengadakan survei tentang politik uang di 
Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persen dalam pemilihan Kepala Daerah 
Tingkat II di enam kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara diyakini telah 
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kurang yakin dan hanya 5,2 persen 
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uang ini juga diibaratkan seperti 
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin di tengah keramaian. Baunya 
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk menunjuk orang yang membuang 
angin tersebut. 

Dari kutipan di atas sangat jelas bahwa modal untuk menjadi pejabat 
sangat besar, karena sebagian besar menggunakan politik uang, sehingga akan 
berpengaruh terhadap jumlah presentase modal kampanye, ayitu lebih besar 
modalnya. Akhirnya, setelah menjadi pejabat para pejabat terpilih berlomba-
lomba untuk mengembalikan modal, dan karena gaji bulanan tidak seimbang 
dengan jumlah yang harus dipenuhi, maka jalan pintas yang ditempuhnya, yaitu 
korupsi.    

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasi moral para pejabat yang 
berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebagai jalan pintas untuk 
mengembalikan modal kampanye saat pemilu. Dengan demikian, pembatasan 
dana kampanye sangat strategis untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut. 
Sebab, mereka tidak terbebani dengan pengembalian modal yang besar.   
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Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 
gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masing 
Pemerintah 
 

Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
yaitu sebagai lembaga independen yang selalu menindak para pejabat yang 
terlibat tindakan korupsi. Lemabaga ini dipilih karena memang pada dasarnya 
lembaga ini dibuat untuk menghilangkan korupsi. Selain itu, lembaga ini 
merupakan lembaga yang independen sehingga sangat sedikit adanya campur 
tangan pihak-pihak yang berkepentingan tertentu. Dengan demikian, lembaga ini 
sangat tepat jika dipilih untuk membantu menjalankan gagasan ini.   

 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
 

KPU ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kesuksesannya 
pemilihan umum, baik dalam hal menentukan permainan dalam pemilihan umum 
maupun hal lainnya, sehingga perannya sangat membantu dalam merealisasikan 
gagasan ini. Meskipun demikian, hal ini juga harus didukung lebih oleh semua 
pihak, khususnya masyarakat, karena keberhasilan KPU dalam melaksanakan 
pesta demokrasi tidak akan pernah tercapai atau berhasil dengan maksimal tanpa 
dukungan dari masyarakat.   
 
Pengawas Independen 
 

Pengawas independen ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan 
umum, khususnya dalam hal menerapkan gagasan ini, yaitu mengawasi arus 
keuangan kampanye setiap calon yang telah disetujui atau ditetapkan oleh KPU 
jumlah maksimalnya. Team ini nantinya akan menerima laporan dari masing-
masing calon atas arus keuangan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan, yaitu 
menghabiskan dana untuk kampenye melebihi jumlah maksimal (jumlah yang 
ditetapkan KPU). 

Akan tetapi, anggota dari team ini tidak diperbolehkan dari anggota partai 
tertentu. Tujuannya, agar tidak terjadi budaya mementingkan kepentingan 
golongannya di atas kepentingan bangsa dan negara. Anggotanya bisa diambilkan 
dari LSM atau ICW. 

 
 

Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasi-
kan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat 
tercapai 
 

Sebanyak 67,9 persen dalam pemilihan Kepala Daerah Tingkat II di enam 
kota di Provinsi Sumatera Utara diyakini melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 
persen kurang yakin dan hanya 5,2 persen tidak yakin. Keenam kota yang disurvei 
adalah Medan, Binjai, Sibolga, Pematangsiantar, Tebingtinggi, dan Tanjungbalai. 
Demikian hasil survei Fisib USU bekerjasama dengan United State Agency for 
International Devlopment (USAID) (Amzulian Rifai, 2003)    
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Hasil survei tersebut menyebabkan pola pikir seorang calon harus 
mengeluarkan ’modal promosi’ banyak. Padahal, gaji murninya selama masa 
jabatan belum bisa digunakan untuk mengembalikan modal. Misalnya kita 
asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangannya 9 
juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tahun 
(48 bulan). Jumlah total yang diterima selama menjabat sebagai bupati adalah 720 
juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jalan 
pintas, yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih belum seimbang dengan jumlah 
modal yang dikeluarkan saat kampanye dan jumlah tersebut dipotong keperluan 
rumah tangga yang ‘tidak terduga’ lainnya.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa akar dari 
terjadinya korupsi salah satunya adalah terlalu banyaknya modal dalam promosi 
saat pemilu. Untuk itu, pembatasan jumlah dana maksimal untuk kampanye 
merupakan salah satu solusi tepat dan cerdas dalam mencegah terjadinya korupsi 
di negri ini. Adapun mekanismenya sebagai berikut: KPU menentukan batasan 
maksimal dana untuk kampanye, ada team pengawas independent 
(KPK/panwaslu/lainnya), semua calon menyerahkan bukti arus penggunaan dana 
kampanye. 

 
 
 

KESIMPULAN 
Gagasan yang diajukan 
 

Gagasan yang diajukan penulis adalah “Optimalisasi Pencegahan Korupsi 
melalui Pembatasan Maksimal Dana Kampanye guna Menciptakan Pemerintah 
yang Bersih”. Hal ini bisa dianalogkan, misalnya kita asumsikan seorang bupati 
gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangannya 9 juta/bulan, sedangkan modal 
kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tahun (48 bulan). Jumlah total yang 
diterima selama menjabat sebagai bupati adalah 720 juta. Padahal modalnya 1 
milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jalan pintas yaitu korupsi. Sebab, 
jumlah itu masih belum dipotong keperluan rumah tangga yang ‘tidak terduga’ 
lainnya lainnya. 

Dengan demikian, gagasan di atas sangat penting dan bermanfaat bagi 
Negara ini dalam rangka memberantas mafia korupsi. Sebab, selama ini 
pemerintahan masih belum maksimal dalam hal memberantas korupsi, bahkan 
masih sebatas memberantas, tetapi belum mencapai atau belum memiliki formula 
dalam mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, gagasan ini sangat tepat jika 
diimplementasikan ke dalam pelaksanaan pemilihan umum di negeri ini.   

 
 

Teknik implementasi yang akan dilakukan 
 

Adapun mekanisme untuk mengimplementasikan gagasan ini adalah 
sebagai berikut: pertama, KPU menentukan batasan maksimal dana untuk 
kampanye yang disetujui oleh para calon. Namun, sebelum KPU memutuskan 
besar kecilnya jumlah nominal uang untuk modal promosi (kampanye) terlebih 
dahulu para calon atau perwakilannya diajak untuk berdiskusi. Akan tetapi, hal ini 
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tidak harus, artinya KPU bisa langsung menentukan jumlah maksimalnya 
meskipun tidak ’berunding’ dahulu, tetapi harus berdasarkan analisa yang tepat 
dan benar. Hal ini bertujuan untuk efisiensi biaya dan waktu yang diperlukan oleh 
KPU, karena kalau setiap ada masalah harus ’membentuk’ panitia tertentu atau 
musyawarah dengan pihak calon, maka akan menghabiskan uang negara yang 
relatif besar. Sebab, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, karena 
setiap calon pasti memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, dan hal ini akan 
membutuhkan waktu relatif lama, karena pasti ada perbedaan yang terus 
dipertahankan dari masing-masing calon atau team suksesnya. Dengan demikian, 
hal tidak secara langsung akan memerlukan biaya yang relatif lebih banyak. 
Akhirnya, hal semacam ini terkesan seperti proyek, dimana sebuah masalah bisa 
digunakan untuk ’lapangan pekerjaan’. Padahal, rakyat sangat menanti perubahan 
yang lebih baik di negeri ini.   

Kedua, ada team pengawas independent, artinya dalam melaksanakan 
gagasan ini diperlukan team atau orang yang mengawasi dan mengontrol, tetapi 
pengawas ini harus dari team endependen. Tujuannya, agar kinerjanya tidak 
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hal itu juga 
bertujuan untuk melihat bagaimana kreativitas para calon atau para team sukses 
dalam menjalankan aturan ini, yaitu melakukan penyimpangan atau melanggar 
aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.  

Dalam hal ini bisa melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Sebab, lembaga ini sudah lebih lama menangani tentang korupsi, sehingga sudah 
banyak makan garam dibandingkan lainnya dalam hal menangani korupsi. Selain 
itu, memang lembaga ini ada karena untuk memberantas korupsi. Akan tetapi, 
dalam melakukan hal tersebut juga bisa melibatkan atau membuat team pengawas 
pemilihan umum (pemilu), tetapi lembaga atau team ini harus yang independen 
juga, misalnya dari LSM atau ICW. Hal ini diperlukan untuk menanggulangi hal-
hal yang tidak diinginkan, seperti berpihak kepada salah satu calon atau partai 
tertentu.  

Adapun tugas team tersebut adalah mengawasi dan mengontrol jalannya 
pemilihan umum, khususnya pada penggunaan dana kampanye yang sudah 
ditetapkan jumlah maksimalnya. Team ini pada masa tenang dan setelah selesai 
pemilihan harus melaporkan pengawasan terhadap para calon atas arus keuangan 
yang digunakan oleh masing-masing calon. Laporan ini juga harus didukung oleh 
bukti-bukti pembayaran yang kuat, sehingga terhindar dari manipulasi data.  

Ketiga, mengumpulkan arus keuangan. Dalam hal ini masing-masing calon 
atau yang mewakilinya mengumpulkan arus penggunaan keuangan kampanye 
dengan didukung bukti kepada team pengawas, lalu pengawas menganalisanya 
lalu menyerahkan laporan tersebut kepada KPU. Dan apabila ada keganjalan 
dalam laporan tersebut maka pengawas bisa langsung melaporkan kepada KPU, 
lalu KPU menindak lanjutinya.    

Dengan demikian, hal tersebut akan memberikan informasi seberapa besar 
jumlah uang yang digunakan promosi para calon, sehingga jika ada yang melebihi 
batas maksimal bisa segeri ditindak lanjuti. Hal ini tidak bertujuan untuk 
membatasi kreativitas para calon, tetapi hanya mendorong para calon untuk lebih 
kreatif dan inovatif serta efisien dalam melakukan kampanye, sehingga jika 
terpilih menjadi pemimpin bisa mengelola keuangan pemerintah dengan efisien 
dan tepat. Sebab, biasanya kalau kondisi seseorang terjepit (kritis) maka ide-ide 
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yang luar biasa akan muncul. Misalnya, dengan cara menggunakan sapnduk-
spanduk yang sudah dipakai, tetapi masih layak dipakai (daur ulang). Tujuannya, 
supaya para calon tidak saling jor-joran promosi antara calon satu dengan lainnya. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa akar dari 
terjadinya korupsi salah satunya adalah terlalu banyaknya modal dalam promosi 
saat pemilu. Untuk itu, pembatasan jumlah dana maksimal untuk kampanye 
merupakan salah satu solusi tepat dan cerdas dalam mencegah terjadinya korupsi 
di negeri ini.       
 
 
Prediksi hasil yang akan diperoleh  

 
Tahta dan jabatan di negeri ini masih dijadikan idola banyak orang, 

sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjadikan jalan pintas untuk 
mencapainya, seperti dengan menggunakan uang untuk mencapainya (money 
politics), bahkan untuk menjadi bupati saja rela menghabiskan milyaran rupiah.  
Akibatnya, jabatan ini seolah seperti halnya ‘perusahaan’ yang orientasinya pada 
pengembalian modal dan laba. Padahal, kita tahu  sendiri bahwa jabatan itu bukan 
untuk ajang mengembalikan modal, tetapi mengabdi dan menjalankan amanah 
yang diberikan rakyat.  

Dengan demikian, gagasan ini dinilai memiliki prospek yang sangat bagus 
untuk mengatasi korupsi di negeri ini, karena hal ini tidak lagi memberantas, 
tetapi mencegah terjadinya korupsi. Sebab, koruptor di negeri ini seolah seperti 
hilang satu tumbuh seribu, karena sangat sistematisnya, dan yang paling mendasar 
adalah pemerintah masih dalam upaya memberantas, dimana kegiatan ini 
dilakukan setelah menemukan indikator adanya korupsi. Namun, solusi yang 
ditawarkan dalam gagasan ini adalah mencegah, artinya sebelum terjadi korupsi 
sudah diprotek terlebih dahulu. Akhirnya, gagasan ini bisa dijadikan acuan untuk 
menciptakan pemerintah yang bersih dan bermoral baik.   
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